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NOMOR  36 TAHUN 2007 SERI E.27  

        

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :  34 TAHUN 2007
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIREBON 
TAHUN 2007
BUPATI CIREBON

Menimbang
:
a.
bahwa perempuan sebagai Ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;

b. bahwa berdasarkan norma agama, moral serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan orang (traffiking) terhadap perempuan dan anak adalah merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga akar-akarnya;

c. bahwa praktik perdagangan orang (traffiking) terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah menimbulkan kerisauan dan kecemasan, untuk itu perlu segera penanganan serius dengan melibatkan berbagai pihak;
d. bahwa agar penanganan pencegahan dan perlindungan terhadap praktik perdagangan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dapat dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu sangat dibutuhkan, maka perlu disusun suatu pedoman Rencana Aksi Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka  perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
M E M U T U S K A N  :

Menetapkan
:

PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG (TRAFFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;

4. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disebut RAD adalah Program Daerah untuk menjamin peningkatan upaya perlindungan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan terhadap tindakan pencegahan dan perlindungan serta mendorong untuk pembentukan dan / atau penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang (trafiking);

5. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan ekssploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;

6. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang;

7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

9. Anak adalah seseorang yang Belum berusia 18 (delatan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immateriil;

12. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga dan komunitasnya;

13. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

14. kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

15. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.     
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 

(1) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Praktik Perdagangan Orang (traffiking) Perempuan dan Anak (RAD) dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap praktik perdagangan perempuan dan anak di daerah.
Pasal 3
Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Daerah adalah untuk :

a. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang (traffiking) khusus terhadap perempuan dan anak;

b. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

c. Mendorong untuk adanya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4
Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan / atau sumber dana yang sah serta tidak mengikat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

  Ditetapkan di Sumber

  pada tanggal  9 Oktober 2007
 
BUPATI CIREBON,





      TTD
DEDI SUPARDI
Diundangkan di Sumber

pada tanggal 26 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 36  SERI E.27
